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Abstract
In order to pursue educational equity for Indonesian citizens , the government has issued a policy on inclusive 
educational programs in schools. The programs aim to provide for all children, including those with special 
needs. Schools that implement inclusive education should accommodate the students with special needs in terms 
of curriculum, teachers, lesson facilities, and learning activities. Based on a field research, this article examines 
the implementation of inclusive education in YBPK Junior High School Kediri, which is the first inclusive Junior 
High School in Kediri where most of students require special needs. This study revealed that through approriate 
plans and adjustment in materials and methods, the teachers are succesfull in increasing socialization of the 
students with special needs in the school.
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Pendahuluan
Dunia pendidikan Indonesia mengalami 
banyak permasalahan, mulai dari 
pemberantasan buta-huruf, angka putus 
sekolah, kenakalan remaja, hingga peluang 
untuk mendapat kesempatan yang sama dalam 
pendidikan, terutama untuk para penyandang 
disabilitas. Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 
Tahun 2003 Pasal 5, Ayat 1 menyebutkan 
bahwa “Setiap Warga Negara mempunyai hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan 
yang bermutu.”1 Lebih lanjut, Ayat 2 berbunyi 
“Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual, dan sosial 
berhak memperoleh pendidikan khusus.”2 
Pasal 11 Ayat 1 berbunyi, “Pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan, serta menjamin 
terselenggaranya pendidikan yang bermutu 
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”3 
Sedangkan pada Ayat 2 disebutkan bahwa 
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
wajib menjamin tersedianya dana guna 
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga 
*Dosen Jurusan Tarbiyah, STAIN Kediri
1UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, (Jakarta: Fokus Media, 2011), Pasal 5, Ayat 1. 
2UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 5, Ayat 2.
3UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 11, Ayat 1. 
negara yang berusia tujuh sampai dengan lima 
belas tahun.”4
Undang-Undang di atas menunjukkan 
bahwa semua warga negara usia sekolah 
mempunyai hak untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu, serta layanan 
pendidikan untuk semua (education for all). 
Pendidikan inklusi merupakah salah satu upaya 
pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 
Secara umum, pendidikan inklusi merupakan 
pendidikan yang mengakomodasi semua 
peserta didik tanpa mempedulikan keadaan 
fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau 
kondisi lainnya termasuk anak penyandang 
cacat. Pendidikan inklusi menempatkan anak 
berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat 
secara penuh di kelas reguler, dalam kelas yang 
sama, demi mewujudkan penyelenggaraan 
pendidikan yang menghargai keanekaragaman 
dan tidak diskriminatif. Lebih lanjut, Stubbs 
mengemukakan bahwa kebijakan dan praktek 
inklusi anak penyandang cacat telah menjadi 
katalisator utama untuk mengembangkan 
pendidikan inklusi yang efektif, yang fleksibel 
dan tanggap terhadap keanekaragaman gaya 
dan kecepatan belajar. Semangat pendidikan 
inklusi sangat sesuai dengan filosofi bangsa 
yang menyatakan Bhineka Tunggal Ika.
4UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 5, Ayat 2. 
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Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) pada mulanya bersifat 
segregasi atau terpisah dari masyarakat pada 
umumnya. Pelaksanaan ABK mendapatkan 
layanan pendidikan khusus di Sekolah Luar 
Biasa (SLB) dengan spesialisasi-spesialisasi 
anak berkebutuhan khusus sesuai dengan 
hambatannya seperti SLB/A (untuk anak 
tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), 
SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk 
anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras). 
Sementara itu, lembaga pendidikan terpadu 
adalah sekolah biasa yang juga menampung 
anak berkebutuhan khusus, dengan 
kurikulum, pendidik, sarana pengajaran, dan 
kegiatan belajar mengajar yang sama. Akan 
tetapi, jenis lembaga pendidikan ini biasanya 
hanya menampung anak tunanetra saja, itu 
pun terkadang masih banyak sekolah yang 
berkeberatan. 
Pada umumnya, sekolah-sekolah 
khusus berlokasi di ibu kota kabupaten atau 
kecamatan, sedangkan ABK tersebar hampir 
di seluruh daerah, terutama pedesaan. 
Walhasil, sebagian besar ABK, terutama yang 
kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, 
terpaksa tidak bersekolah karena lokasi SLB 
atau lembaga pendidikan khusus jauh dari 
rumah, sementara sekolah umum terdekat 
tidak bersedia menerima karena merasa tidak 
mampu melayaninya. Sebagian lain mungkin 
selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, 
namun ABK kurang maksimal belajarnya karena 
keterbatasan fasilitas pelayanan khusus bagi 
mereka. Akibatnya, ABK beresiko tinggal kelas 
dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan di 
atas apabila dibiarkan akan berakibat pada 
kegagalan program Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun.
Demi mensukseskan program Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 
mengembangkan kebijakkan nondiskriminatif 
dalam reformasi bidang pendidikan serta 
menyadari akan pentingnya memberikan 
layanan pendidikan bagi ABK secara maksimal, 
maka pendidikan inklusi menjadi solusi yang 
tepat dan cerdas untuk mengatasi kesenjangan 
dan permasalahan tersebut di atas. Melalui 
pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus 
dididik bersama-sama anak normal lainnya 
untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki 
anak melalui pendidikan di sekolah terdekat.
Pendidikan inklusi harus mampu 
menyesuaikan diri dan fleksibel terhadap 
kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus 
(PDBK). Fleksibelitas tersebut terkait dengan 
kurikulum, pendekatan pembelajaran, sistem 
evaluasi, serta mencerminkan pembelajaran 
yang ramah. Sekolah inklusi diharapkan 
dapat menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang mengakomodasi semua anak dengan 
melakukan berbagai penyesuaian, misalnya 
kurikulum, metode pembelajaran, materi dan 
bahan ajar, media pembelajaran, penilaian 
proses dan hasil belajar, pemeliharaan sarana 
dan prasarana, manajemen sekolah, bimbingan 
dan konseling, dan beberapa komponen lainnya 
berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. 
Dengan demikian, pendidikan inklusi mampu 
memberikan kemudahan bagi PDBK sesuai 
dengan kecerdasan dan intelektual mereka.5 
Banyak sekolah yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusi, tetapi masih banyak 
yang belum sesuai dengan konsep yang 
mendasarinya. Pendidikan inklusi masih 
dipahami sebagai upaya memasukkan peserta 
didik berkebutuhan khusus (PDBK) pada 
sekolah regular dengan sistem pembelajaran 
tidak menyesuaikan dengan kebutuhan peserta 
didik namun peserta didik berkebutuhan 
khusus yang menyesuaikan dengan sistem 
yang ada. Artinya, pendidikan inklusi masih 
cenderung dipahami sama dengan pendidikan 
integrasi.
Selain lembaga-lembaga pendidikan 
pemerintah, tidak sedikit lembaga swadaya atau 
swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan 
inklusi di lembaganya. Namun demikian, 
dibanding dengan angka anak berkebutuhan 
khusus, jumlah lembaga pendidikan yang 
menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi 
belumlah memadai. Data Kementerian Sosial RI 
5Dedy Kustawan, Manajemen Pendidikan Inklusif, (Jakarta: 
PT. Luxima Metro Media, 2013), hlm. 79
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tahun 2008 melansir bahwa total jumlah anak 
berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 1.544.184 
anak. Pada tahun 2010, angka ABK dari umur 5-18 
tahun adalah 21,42% dari jumlah ABK dengan 
berbagai kekurangan atau kecacatan, yakni 
330.764 anak. ABK yang sudah mendapatkan 
layanan pendidikan di sekolah khusus SLB atau 
inklusi dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga 
Sekolah Menengah Pertama sekitar 25.92%, yaitu 
85.737 anak. Ini berarti masih ada sekitar 245.027 
anak atau 74.08 % ABK yang belum mendapat 
layanan pendidikan dengan berbagai jenis 
kelainan, dan sebagian besar mereka tinggal di 
pedesaan dan pusat-pusat perkotaan. Dengan 
demikian, pendidikan inklusi masih banyak 
memerlukan perhatian yang sangat besar dari 
pemerintah yang bertanggungjawab terhadap 
pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 
1945 pasal 31.6
Kepala bidang TK, SD dan Pendidikan 
Khusus, Jawa Timur Bapak Nuryanto 
menyebutkan bahwa pada 2011 jumlah sekolah 
inklusi di Jawa Timur mulai jenjang SD, SMP, 
dan SMA baru mencapai 116 lembaga, dan pada 
tahun 2015, jumlah sekolah inklusi menjadi 
1.286 lembaga.7 
Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan 
Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan 
Nasional Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 
20 Januari 2003, menyebutkan bahwa 
“Setiap kabupaten atau kota diwajibkan 
menyelenggarakan dan mengembangkan 
pendidikan inklusi di sekurang-kurangnya di 
SD, SMP, SMA, SMK”. Kepala bidang Pendidikan 
Dasar Menengah (Dikdasmen) Dinas Pendidikan 
Kota Kediri, Umi Laila, M.Pd menyebutkan bahwa 
sekolah regular di kota Kediri kurang berperan 
aktif dalam pendidikan inklusi, disebabkan setiap 
sekolah memiliki ‘target’ kurikulum.8 
6Mudjito dkk., Pendidikan Inklusif: Tuntunan untuk Guru, 
Siswa dan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus dan layanan 
Khusus, (Jakarta: Baduose Media, 2012), hlm. 58
7http://www.beritametro.co.id/epaper/surabaya/
menembus-batas-abk-mampu-berkarya diunduh Jum’at, 
tanggal 20 November 2015. 
8https://slbypbbkarimun.wordpress.com/2010/12/03/
di-slb-minim-perhatian-di-inklusi-tersisihkan/diunduh 
Jum’at, tanggal 20 November 2015.
Pada tahun 2011 Dinas Kota Kediri 
meresmikan SMP YBPK Kediri yang beralamat 
di Jl. Mayor Bismo No. 52 Kelurahan Semampir 
Kota Kediri sebagai sekolah inklusi. Sebelum 
di resmikan menjadi sekolah inklusi, SMP 
YBPK Kediri telah menerima peserta didik 
yang berkebutuhan khusus. Pada tahun 
ajaran 2014-2015 jumlah keseluruhan 
peserta didik berkebutuhan khusus dari 
kelas VII hingga kelas IX sebanyak 18 siswa. 
Berdasarkan dokumen sekolah terkait Surat 
Keputusan Dinas Pendidikan Kota Kediri 
Nomor 420/2894/491.42/2014, SMP YBPK 
Kota Kediri merupakan SMP yang memiliki 
peserta didik berkebutuhan khusus lebih 
banyak dibandingkan SMP inklusi lainya di 
Kota Kediri Implementasi dan pelaksanaan 
pendidikan inklusi di SMP YBPK Kota Kediri 
belum terlaksana dengan sempurna, tetapi 
pihak sekolah berusaha untuk melaksanakan 
pendidikan inklusi yang terbaik di kota Kediri. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka 
penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
implementasi pendidikan inklusi di SMP 
YBPK sebagai representasi dari implementasi 
pendidikan inklusi di kota Kediri. Dengan berpijak 
pada pendapat ahli dalam Bidang pendidikan 
Inklusi dan pedoman dalam pelaksanaan 
pendidikan inklusi, maka penelitian ini 
dibatasi dengan memfokuskan pada bagaimana 
penyusunan perencanaan pembelajaran, 
proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran 
dan apakah pelaksanaan pendidikan inklusi 
tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar 
peserta didik berkebutuhan khusus di SMP 
YBPK Kediri. Data dikumpulkan menggunakan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 
penyajian data, verifikasi data dan pengujian 
keabsahan data.9 
Pendidikan Inklusi: Pengertian dan Model
Para ahli mendefinisikan pendidikan 
inklusi secara beragam dan dari berbagai sudut 
9John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, 
Kuantitatif dan Mixed, terj. Achmad Fawaid , (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 267. 
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pandang. Smith mengemukakan bahwa ‘inklusi’ 
merupakan istilah terbaru yang digunakan 
untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-
anak berkelainan (penyandang cacat) ke 
dalam program sekolah. Inklusi juga berarti 
penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan 
ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi 
sosial, dan konsep dari visi misi sekolah.10
Pendidikan inklusif adalah sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan dan 
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 
pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan 
secara bersama-sama dengan peserta didik 
pada umumnya..11
Pendidikan inklusif bertujuan : memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, dan sosial atau memiliki 
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 
Pendidikan inklusi juga bertujuan mewujudkan 
penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi 
semua peserta didik.12
Di Indonesia, pendidikan inklusi dipahami 
oleh pemerintah dan banyak dirujuk dalam 
oleh masyarakat sebagai sistem layanan 
pendidikan yang mengikutsertakan anak 
berkebutuhan khusus belajar bersama 
dengan anak sebayanya di sekolah regular 
yang terdekat dengan tempat tinggalnya. 
Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut 
pihak sekolah melakukan penyesuaian baik 
dari segi kurikulum, sarana dan prasarana 
pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang 
10J. David Smith, Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan 
Pembelajaran, terj. Denis dan Enrica (Bandung: Nuansa 
Cendekia, 2014), hlm. 45.
11Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor RI Nomor 70 tahun 2009 tentang 
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan 
Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Jakarta: 
Kementerian Pendidikan Nasional, 2009), Pasal 1.
12Peraturan Menteri RI No. 70, No. 2009, Pasal 2 
disesuaikan dengan kebutuhan individupeserta 
didik. Pendidikan inklusi sebagai system 
layanan pendidikan mempersyaratkan agar 
anak berkelainan dilayani disekolah-sekolah 
terdekat, di kelas regular bersama-sama teman 
seusianya. Melalui pendidikan inklusif, anak 
berkebutuhan khusus dididik bersama anak-
anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan 
potensi yang dimilikinya. Model pendidikan ini 
berupaya memberikan kesempatan yang sama 
kepada semua anak, termasuk anak tunanetra 
agar memperoleh kesempatan belajar yang 
sama, dimana semua anak memiliki akses yang 
sama ke sumber-sumber belajar yang tersedia, 
dan sarana yang dibutuhkan tunanetra dapat 
terpenuhi dengan baik.13
Anak berkebutuhan khusus (ABK) 
adalah anak-anak yang memiliki keunikan 
tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, 
yang membedakan mereka dari anak-
anak normal pada umumnya. Terdapat 
dua kategori anak berkebutuhan khusus: 
temporer dan permanen. ABK temporer adalah 
anak yang mengalami hambatan belajar 
dan hambatan perkembangan disebabkan 
oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak 
yang mengalami gangguan emosi karena 
trauma akibat diperkosa sehingga anak ini 
tidak dapat belajar, anak baru masuk kelas 
I Sekolah Dasar yang mengalami kehidupan 
dua bahasa dan lainya. ABK permanen 
adalah anak-anak yang mengalami hambatan 
belajar dan hambatan perkembangan yang 
bersifat internal karena akibat langsung dari 
kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang 
kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, 
gangguan perkembangan kecerdasan dan 
kognisi, gangguan gerak (motorik), gangguan 
interaksi-komunikasi, gangguan emosi, sosial 
dan tingkah laku.14 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 
13Mohammad Takdir Illahi, Pendekatan Inklusif : Konsep dan 
Aplikasi, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 27
14Zaenal Alimin, “Modul 1: Anak Berkebutuhan Khusus”, 
File.upi.edu, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._
LUAR_BIASA/195903241984031ZAENAL_ALIMIN/MODUL_1_
UNIT_2.pdf, 8 Maret 2012, diunduh 21 Maret 2015.
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dikatakan bahwa setiap peserta didik yang 
memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan 
sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan 
secara inklusi pada satuan pendidikan tertentu 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 
Kriteria peserta didik yang memiliki kelainan 
atau berkebutuhan khusus adalah tunanetra, 
tunarungu, tunawicara, tunagrahita, 
tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, 
lamban belajar, autis, memiliki gangguan 
motorik, menjadi korban penyalahgunaan 
narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, 
memiliki kelainan lainnya, tunaganda.
Terdapat tiga model pendidikan untuk 
menggabungkan anak berkebutuhan 
khusus dengan anak normal dalam satu 
lingkungan belajar,15 yakni:(a) Mainstream : 
sistem pendidikan yang menempatkan ABK 
di sekolah umum, mengikuti kurikulum 
akademis yang berlaku, dan guru juga tidak 
harus melakukan adaptasi kurikulum; (b)
Integrasi : menempatkan ABK dalam kelas 
normal, di mana mereka mengikuti pelajaran-
pelajaran yang dapat mereka ikuti dari 
gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran 
akademis lainnya, ABK memperoleh pengganti 
di kelas yang berbeda dan terpisah; (c) Inklusi: 
sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua peserta 
didik yang memiliki kelainan dan memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk 
mengikuti pendidikan atau pembelajaran 
dalam lingkungan pendidikan secara bersama-
sama dengan peserta didik pada umumnya, 
sesuai dengan amanat Permendiknas No. 70 
tahun 2009.
Idayu Astuti dan Olim Walentiningsih 
mengemukakan model pendidikan inklusi di 
Indonesia sebagai berikut: 
a. Kelas Regular (Inklusi Penuh)
Yaitu suatu kelas dimana peserta didik 
berkebutuhan khusus belajar bersama anak 
normal lainya sepanjang hari di kelas regular 
dengan menggunakan kurikulum yang sama.
15Mudjito dkk, Pendidikan Inklusif., hlm. 5. 
b. Kelas Regular dengan Kluster 
Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus 
belajar dengan anak lainya (normal) di kelas 
regular dalam kelompok khusus.
c. Kelas Regular dengan Pull Out 
Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus 
belajar dengan anak normal lainya di kelas 
regular, namun dalam waktu-waktu tertentu 
ditarik dari kelas regular ke ruang sumber 
untuk belajar dengan guru pembimbing 
khusus.
d. Kelas Regular dengan Cluster dan Pull Out
Yaitu peserta didik berkebutuhan 
khusus belajar dengan anak normal lainya di 
kelas regular dalam kelompok khusus, dan 
dalam waktu-waktu tertentu peserta didik 
berkebutuhan khusus tersebut ditarik dari 
kelas regular ke ruang sumber untuk belajar 
dengan guru pembimbing khusus
e. Kelas Khusus dengan Berbagai 
Pengintegrasian
Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus 
belajar di dalam kelas khusus pada sekolah 
regular, namun dalam bidang-bidang tertentu 
peserta didik berkebutuhan khusus tersebut 
dapat belajar bersama anak lainya di kelas 
regular.
f. Kelas Khusus Penuh
Yaitu peserta didik berkebutuhan khusus 
belajar di dalam kelas khusus pada sekolah 
regular.
Landasan penyelengaraan pendidikan 
inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar 
besar, yakni landasan filosofis, religius, yuridis, 
pedagogis dan empiris. Landasan filosofis 
didasarkan pada Bhineka Tunggal Ika. Landasan 
religius didasarkan pada kepercayaan kepada 
Tuhan dan dihadapan Tuhan semua manusia 
itu sama, mempunyai hak hidup yang sama 
antara satu dengan lainnya. Landasan Yuridis 
didasarkan pada peraturan dan perundang 
yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan 
pendidikan inklusi, di antaranya UUD 1945 
Pasal 31, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 
23 Tahun 2002, Permendiknas Nomor 70 tahun 
2009. Landasan pedagogis bertujuan untuk 
membentuk warga negara yang demokratis 
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dan bertanggungjawab, yakni individu yang 
mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi 
dalam masyarakat. Landasan empiris 
berdasarkan hasil penelitian tentang klasifikasi 
dan penempatan anak berkebutuhan khusus di 
sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif 
dan diskriminatif.16 
Mohammad Takdir Ilahi memberikan 
beberapa karakteristik pendidikan inklusi 
sebagai berikut: 
1. Kurikulum yang fleksibel
Penyesuaian kurikulum dalam 
pendidikan inklusi lebih menekankan pada 
bagaimana memberikan perhatian penuh 
terhadap kebutuhan peserta didik, perlunya 
menyesuaikan kurikulum terkait waktu 
penguasaan materi pelajaran. Fleksibelitas 
kurikulum harus menjadi prioritas utama 
dalam memberikan kemudahan peserta didik. 
Misalnya, memberikan materi yang sesuai 
dengan kebutuhan PDBK, terutama berkaitan 
dengan keterampilan dan potensi peserta didik 
yang belum berkembang. 
2. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel
Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi 
seorang pendidik harus mampu menggunakan 
pendekatan yang mampu mengakomodasi 
seluruh peserta didik tanpa menyulitkan 
peserta didik dengan berkebutuhan khusus 
sesuai dengan tingkat kemampuanya.
3. Sistem evaluasi yang fleksibel
Penilaian Pendidikan inklusi disesuaikan 
dengan kebutuhan peserta didik termasuk 
peserta didik kebutuhan khusus. Pendidik 
harus memperhatikan keseimbangan 
kebutuhan antara peserta didik berkebutuhan 
khusus dan peserta didik normal lainya. 
4. Pembelajaran yang ramah
Para peserta didik berkebutuhan khusus 
memerlukan dukungan dan motivasi yang 
mampu mendorong mereka untuk dapat 
berinteraksi dengan lingkungan. Oleh 
karenanya, komponen utama yang diperlukan 
adalah adanya lingkungan yang ramah.17
16Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif: Konsep dan 
Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hlm. 72-75. 
17Muhammad Takdir Ilahi., Pendidikan Inklusif., hlm. 45-
48.
Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri 
dari Model kurikulum regular, Model kurikulum 
reguler dengan modifikasi, dan Model kurikulum 
Program Pembelajaran Individual (PPI)18. Model 
kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang 
mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan 
khusus untuk mengikuti kurikulum reguler 
sama seperti kawan lainnya di dalam kelas 
yang sama. Model kurikulum reguler dengan 
modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi 
oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis 
penilaian, maupun pada program tambahan 
lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan 
peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam 
model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan 
khusus yang memiliki PPI (Program 
pembelajaran Individual). Model kurikulum 
PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru 
program PPI yang dikembangkan bersama tim 
pengembang yang melibatkan guru kelas, guru 
pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, 
dan tenaga ahli lain yang terkait. 
Beberapa hal yang harus mendapat 
perhatian dalam pelaksanaan pendidikan 
inklusi ini adalah:
1. Sekolah harus menyediakan kondisi kondisi 
kelas yang hangat, ramah, menerima 
keanekaragaman dan menghargai 
perbedaan dengan menerapkan kurikulum 
dan pembelajaran yang interaktif;
2. Guru dituntut melakukan kolaborasi 
dengan profesi atau sumberdaya alam 
lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi;
3. Guru dituntut melibatkan orang tua secara 
bermakna dalam proses pendidikan;
4. Kepala sekolah dan guru yang nanti akan 
jadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), 
harus mendapatkan pelatihan bagaimana 
menjalankan sekolah inklusi;
5. GPK harus mendapatkan pelatihan teknis 
memfasilitasi anak ABK;
6. Asesmen di sekolah dilakukan untuk 
mengetahui ABK dan tindakan yang 
18Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 
(Jakarta: Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 19
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diperlukan. Mengadakan bimbingan 
khusus, atas kesalahpahaman dan 
kesepakatan dengan orang tua ABK;
7. Mengidentifikasi hambatan berkait dengan 
kelainan fisik, social, dan masalah lainnya 
terhadap akses dan pembelajaran;
8. Melibatkan masyarakat dalam melakukan 
perencanaan dan monitoring mutu 
pendidikan bagi semua anak.19
Modifikasi pembelajaran bagi Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus dalam kelas inklusi 
sebagaimana terdapat pada Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Jawa 
Timur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur adalah sebagai berikut:
a. Waktu belajar diperpanjang sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik yang dilaksanakan 
di ruang sumber;
b. Pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan 
di kelas khusus (resource room);
c. Penggunaan alat bantu khusus dalam 
pembelajaran;
d. Penempatan tempat duduk pada lokasi 
tertentu (dekat dengan guru);
e. Pemanfaatan peserta didik regular sebagai 
tutor sebaya;
f. Pemberian tugas khusus sesuai dengan 
kemampuan peserta didik berkebutuhan 
khusus;
g. Pemberian layanan pembelajaran khusus 
di luar jam belajar regular;
h. Pemanfaatan buku penghubung antara 
GPK dengan peserta didik dan GPK dengan 
orang tua.20 
Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pendidikan Inklusi oleh Depdiknas melalui 
Direktorat PSLB, memberikan panduan bagi 
pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi 
sebagai berikut: 
1. Melaksanakan apersepsi;
2. Menyajikan materi/bahan pelajaran;
19Suyanto dan Mudjito, Masa Depan Pendidikan Inklusif, 
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat 
Jendral Pendidikan Dasar, 2012), hlm. 39.
20Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di 
Jawa Timur, (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 
2012), hlm. 26.
3. Mengimplementasikan metode, sumber, 
media belajar, dan bahan latihan yang 
sesuai dengan kemampuan awal dan 
karakteristik siswa, serta sesuai dengan 
tujuan pembelajaran;
4. Mendorong siswa untuk terlibat secara 
aktif; 
5. Mendemontrasikan penguasaan materi 
pelajaran dan relevansinya dalam 
kehidupan;
6. Membina hubungan antar pribadi, yang 
meliputi:
a. Bersikap terbuka, toleran, dan simpati 
terhadap siswa; 
b. Menampilkan kegairahan dan 
kesungguhan;
c. Mengelola interaksi antar pribadi.21
Penilaian hasil belajar di kelas inklusi 
harus dilakukan dengan fleksibel. Ada dua 
model penilaian yang dapat digunakan yaitu 
tes (tulisan, lisan dan perbuatan) dan non-tes 
(observasi, wawancara, skala sikap). Penilaian 
di kelas inklusi perlu dilakukan penyesuaian 
cara, waktu dan isi kurikulum. Penilaian 
dilaksanakan secara fleksibel, multimetode 
dan berkelanjutan serta secara rutin 
mengkomunikasikan dengan orag tua.22 Di 
sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi, 
terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran 
dan guru pendidikan khusus (GPK). Di samping 
pendidik, sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusi juga memerlukan dukungan tenaga 
kependidikan yang relevan, seperti terapis, 
tenaga medis, dokter, psikolog, laboran, dan 
lain-lain.23 
Allen dan Schwartz, sebagaimana dikutip 
oleh Smith, mengemukakan beberapa 
keuntungan pengalaman di sekolah inklusi 
bagi PDBK, diantaranya: 
21Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 
(Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009) (Jakarta: 
Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, 2011), hlm.14.
22Muhammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusif., hlm. 178.
23Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: 
Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik, (Jakarta: Departemen 
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Mandikdasmen 
Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007), hlm. 14
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a. Lingkungan inklusi lebih merangsang, 
memiliki keragaman (variatif) dan 
responsive dibanding dengan lingkungan 
terpisah;
b. Lingkungan inklusi lebih memungkinkan 
perkembangan kurikulum;
c. Lingkungan inklusi dapat memberikan 
kesempatan yang lebih besar bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus untuk berinteraksi 
dengan peserta didik lain guna meningkatkan 
kemampuan sosial, bahasa dan kognitif yang 
lebih tinggi untuk menyamakan kemampuan-
kemampuan tersebut;
d. Lingkungan inklusi dapat memberikan 
kesempatan yang lebih besar bagi peserta 
didik berkebutuhan khusus untuk belajar 
akademis yang sebenarnya lebih mudah 
dipelajari dari teman sebaya daripada dari 
guru.24
Pendidikan Inklusi di SMP YBPK Kediri 
Dari hasil penelitian, peserta didik 
berkebutuhan khusus yang ada di SMP 
YBPK dapat mengikuti pembelajaran di 
kelas sebagaimana peserta didik yang 
lainya. Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga 
memberikan bantuan bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus yang membutuhkan. 
Jurnal harian peserta didik berkebutuhan 
khusus menunjukkan bahwa peserta didik 
berkebutuhan khusus pada umumnya masih 
dapat mengikuti pembelajaran di kelas 
sebagaimana siswa regular lainya meskipun 
dengan pendampingan guru pendamping 
khusus. Sekolah juga melakukan identifikasi dan 
asesmen pada seluruh peserta didik baru pada 
saat pendaftaran dengan melibatkan orang tua 
peserta didik. Identifikasi dan asesmen peserta 
didik berkebutuhan khusus oleh pihak sekolah 
bekerja sama dengan tim ahli seperti dokter 
dan psikolog. Untuk memantau perkembangan 
peserta didik pihak sekolah selalu melakukan 
komunikasi aktif dengan orang tua peserta 
didik normal dan peserta didik berkebutuhan 
khusus baik melalui telepon maupun melalui 
kunjungan langsung. 
24David Smith, Sekolah Inklusif., hlm. 424.
Implementasi Pendidikan inklusif di SMP 
YBPK masih menggunakan kurikulum standar 
nasional yang telah ditetapkan pemerintah, 
Yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). KTSP adalah kurikulum yang 
mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan 
peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan 
potensinya.25 Namun dalam pelaksanaan di 
lapangan, SMP YBPK menerapkan kurikulum 
yang disesuaikan dengan kemampuan dan 
karakteristik peserta didik. Kurikulum 
yang diterapkan bagi peserta didik regular 
adalah KTSP, sedangkan bagi Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus adalah kurikulum 
modifikasi. Guru tidak selalu mengacu pada 
kurikulum reguler. Ini dikarenakan di kelas 
terdapat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 
yang mana kemampuannya tidak sama dengan 
peserta didik regular.
Oleh sebab itu, guru SMP YBPK membuat 
kurikulum personal (individual) bagi kelas 
inklusi yaitu dengan menambah Guru 
Pembimbing Khusus untuk Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus. Misalnya bagi anak 
yang sulit belajar dilakukan cara remidial atau 
pengulangan mata pelajaran yang sebelumnya 
diajarkan oleh guru di dalam kelas. Remidial 
ini dilaksanakan ketika jam reguler atau 
ketika setelah jam pulang sekolah. Remidial Ini 
bertujuan untuk mengingat kembali apa yang 
telah diajarkan guru kepada Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus. 
Dalam perencanaan pembelajaran inklusi, 
guru secara otomatis harus menyiapkan 
silabus dan menyusun rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) sebagai instrumen 
utama dalam pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. Silabus sebagai seperangkat 
rencana serta pengaturan pelaksanaan 
pembelajaran disusun secara mandiri oleh 
masing-masing guru secara sistematis untuk 
mencapai penguasaan kompetensi dasar yang 
telah ditetapkan. Penyusunan perencanaan 
25Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor RI Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif 
Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi 
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Jakarta: Kementerian 
Pendidikan Nasional, 2009), Pasal 7.
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pembelajaran di SMP YBPK melibatkan semua 
pihak mulai dari kepala sekolah, guru kelas, 
guru pembimbing khusus serta orang tua 
peserta didik. Perencanaan pembelajaran di 
SMP YBPK berbentuk Silabus dan Rencana 
Program Pembelajaran (RPP) umum untuk 
seluruh peserta didik. Silabus dan RPP terdiri 
atas susunan Identitas Mata Pelajaran, Tema 
Pelajaran, Standar Kompetensi, Kompetensi 
Dasar, Materi Pokok, Indikator, Kegiatan 
Pembelajaran, Penilaian, Alokasi Waktu, dan 
Sumber Belajar. Dalam penyusunan RPP guru 
SMP YBPK melakukan beberapa penyesuaian, 
seperti penyesuaian materi, metode maupun 
media agar dapat mengakomodasi seluruh 
peserta didik. Materi disusun sesuai dengan 
kemampuan seluruh peserta didik, termasuk 
peserta didik berkebutuhan khusus. 
Bagi peserta didik berkebutuhan khusus 
diberlakukan rencana Program Pembelajaran 
Individual (PPI). Guru SMP YBPK menyusun 
RPP tersendiri untuk satu orang peserta didik 
berkebutuhan khusus karena kondisinya 
berbeda dengan peserta didik berkebutuhan 
khusus yang lain. RPP khusus ini biasa disebut 
dengan PPI (Program Pembelajaran Individu) 
atau menyusun RPP khusus untuk peserta 
didik berkebutuhan khusus yang dibuat untuk 
sekelompok peserta didik berkebutuhan 
khusus yang dianggap sama/homogen (2 atau 
lebih), atau menyusun RPP umum yang diberi 
catatan khusus untuk keperluan peserta didik 
berkebutuhan khusus. Sementara itu, bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus, guru 
pembimbing khusus (GPK) membuat Program 
Pembelajaran individu (PPI) sendiri tanpa 
kerja sama dengan guru mata pelajaran. 
Hal ini dikarenakan GPK dianggap lebih 
memahami terkait dengan penyusunan PPI. 
PPI merupakan cara yang senantiasa berupaya 
mengakomodasi kebutuhan dan masalah 
masalah yang dihadapi anak berkebutuhan 
khusus. Terdapat lima langkah yang harus 
dilakukan untuk mengembangkan program 
pembelajaran individual yaitu: pembentukan 
tim PPI, assessment kebutuhan khusus anak, 
mengembangkan tujuan jangka panjang dan 
pendek, merancang metode dan prosedur 
pembelajaran, melakukan evaluasi kemajuan 
belajar anak.
Sebelum Program Pembelajaran Individual 
dijalankan, guru SMP YBPK, terlebih dahulu 
melakukan identifikasi terhadap kondisi dan 
kebutuhan siswa berkebutuhan khusus agar 
diperoleh informasi yang akurat mengenai 
kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan 
khusus. Ini disebut dengan proses skrining 
atau assessment. Assessment anak yaitu 
identifikasi peserta didik untuk mengetahui 
kemampuan dan pemahaman intelegensinya 
yang dilaksanakan pada saat pendaftaran 
peserta didik baru. Dalam assessment anak juga 
dilakukan tes psikologi anak. Tes psikologi 
tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi 
peserta didik yang tergolong mengalami 
kelainan khusus atau tidak, untuk mengetahui 
perkembangan kognitif dan perkembangan 
sosialnya. Asessment ini dilakukan atas 
kerjasama pihak SMP YBPK dengan pihak 
orang tua. Asessment dilakukan dengan bantuan 
Psikolog. Hal ini dilakukan agar saat KBM guru 
dapat memahami kemampuan peserta didik 
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. 
Dalam prakteknya, proses assessment 
terkadang kurang efektif karena adanya gap 
atau perbedaan antara hasil assessment yang 
dilakukan pada awal penerimaan siswa baru 
dengan karakteristik anak yang sesungguhnya 
selama proses belajar mengajar berlangsung 
di kelas, sehingga menyebabkan kurang 
efektifnya penanganan terhadap peserta didik 
dikelas.
Penyusunan Program Pembelajaran 
Individi (PPI) di SMP YBPK tidak melibatkan 
tim. PPI disusun oleh Guru Pembimbing 
Khusus (GPK) karena GPK dianggap yang paling 
tahu akan kondisi dan perkembanga peserta 
didik berkebutuhan khusus. GPK menyusun 
PPI berdasarkan hasil assessment kemudian 
dikonfirmasikan ke orang tua karena orang tua 
yang paling memahami secara detil tentang 
prilaku, kemampuan dan kelemahan anaknya
Selanjutnya PPI dikonsultasikan kepada 
kepala sekolah. Tidak ada kerjasama antara 
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guru regular dengan GPK dalam menyusun PPI. 
PPI dalam pelaksanaannya diperbaiki secara 
terus menerus, merujuk kepada pencapaian 
tujuan yang telah dan sedang dicapai, serta 
temuan yang diperoleh berdasarkan observasi 
selama proses pembelajaran berlangsung.
Dalam proses pembelajaran guru SMP 
YBPK memperlihatkan sikap ramah, toleran, 
simpati dan terbuka. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar guru di sekolah ini menikmati 
keragaman peserta didik. Guru menggunakan 
metode dan media yang bervariasi dalam 
pembelajaran. Guru mengajar menggunakan 
strategi yang efektif dalam pembelajaran, 
seperti membuat metode pembelajaran 
khusus untuk menghafal mudah yaitu dengan 
bernyanyi. Guru melakukan pembetulan 
kesalahan dengan segera setelah melihat 
kesalahan yang dilakukan oleh siswa didik. 
Guru melakukan pembelajaran remedial agar 
peserta didik berkebutuhan khusus tersebut 
paham dan mampu melanjutkan kemateri 
selanjutnya.
Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki 
dua model. Pertama yaitu model inklusi penuh 
(full inclusion), yaitu menyertakan peserta 
didik berkebutuhan khusus untuk menerima 
pembelajaran individual dalam kelas reguler. 
Kedua yaitu model inklusif parsial (partial 
inclusion), yaitu mengikutsertakan peserta 
didik berkebutuhan khusus dalam sebagian 
pembelajaran yang berlangsung di kelas 
reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas 
pull out dengan bantuan guru pendamping 
khusus. Sedangkan model pendidikan 
inklusif di Indonesia menggunakan model 
mainstreaming., yaitu model pendidikan inklusi 
yang memadukan model inklusi terpadu dan 
inklusi penuh. Model pendidikan mainstreaming 
merupakan model yang memadukan antara 
pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus 
dengan pendidikan reguler. Peserta didik 
berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam 
kelas reguler hanya untuk beberapa waktu 
saja.26
26Mudjito dkk, Pendidikan Inklusif., hlm. 5.
Dalam proses pembelajaran, Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus di SMP YBPK tidak 
memiliki hambatan atau kesulitan, mereka 
dapat belajar seperti biasa layaknya di kelas 
regular lainya. Peserta Didik Berkebutuhan 
Khusus maupun peserta didik reguler dapat 
saling berinteraksi secara wajar sesuai 
dengan tuntutan kehidupan sehari-hari dan 
kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi 
sesuai dengan potensinya masing-masing. 
Dalam kegiatan belajar di kelas, peserta didik 
regular berperan sebagai tutor sebaya bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus, meskipun 
tanpa instruksi dari guru. 
Metode pembelajaran yang digunakan di 
SMP YBPK adalah: Metode ceramah, Metode 
tanya jawab, metode peragaan (visualisasi, 
demonstrasi) dan metode tutorial (metode 
saling mendidik) dimana siswa sebaya yang 
memiliki kemampuan lebih dari teman-
temanya yang lain biasanya dijadikan ”tutor” 
bagi temannya. Penggunaan metode yang 
bervariasi membuat peserta didik tidak bosan 
dalam mengikuti KBM. Selain itu variasi 
metode yang digunakan juga berkaitan dengan 
materi yang disampaikan.
Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 
di SMP YBPK, pembelajaran tidak selalu 
dilakukan di dalam kelas bersama dengan 
peserta didik reguler, ada waktu-waktu 
tertentu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 
harus belajar di pusat sumber belajar dengan 
arahan dari Guru Pembimbing Khusus (GPK). 
Dari fakta di atas, membuktikan bahwa SMP 
YBPK mengimplementasikan pendidikan 
inklusi menggunakan pendekatan model 
mainstreaming. Pembelajaran sehari-harinya 
dilakukan dengan menginteraksikan 
Peserta Didik Regular dengan Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus untuk belajar bersama 
dengan bimbingan guru yang sama dalam kelas 
yang sama. Guru SMP YBPK mengharuskan 
semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 
untuk selalu berada dalam kelas regular 
setiap saat pada semua mata pelajaran, 
hanya sekali waktu saja bagi Peserta Didik 
berkebutuhan Khusus masuk kelas khusus 
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atau ruang terapi khusus tergantung tingkat 
kebutuhannya dengan Guru Pembimbing 
Khusus. Model pengelolaan kelas seperti ini 
dikenal dengan model kelas regular dengan 
Pull Out. Kesimpulannya adalah implementasi 
pendidikan inklusi di SMP YBPK menggunakan 
pendekatan model mainstreaming dengan 
pengelolaan kelas dilakukan menggunakan 
model kelas regular dengan Pull Out.
Guru Pendamping Khusus (GPK) membuat 
jurnal harian bagi peserta didik berkebutuhan 
khusus meski hanya catatan terkait pelayanan 
pembelajaran individual saja. Jurnal harian 
merupakan konsep-konsep kegiatan yang 
akan diterapkan oleh GPK dalam kelas pada 
saat KBM. Sehingga dalam pelaksanaan 
pembelajaran dapat tersusun secara sistematis 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
Jurnal harian dibuat oleh GPK untuk 
menggambarkan perkembangan peserta didik 
pada saat mendapatkan layanan pembelajaran 
individual. Sedangkan guru regular juga 
membuat jurnal harian untuk pembelajaran di 
kelas secara umum.
Pelaksanaan evaluasi atau penilaian 
dibuat oleh guru secara umum berlaku bagi 
semua peserta didik. Secara isi evaluasi juga 
sama antara peserta didik berkebutuhan 
khusus dengan peserta didik regular lainnya. 
Instrumen evaluasi yang digunakan untuk 
mengukur hasil belajar antara peserta didik 
regular dan Peserta Didik Berkebutuhan 
Khusus tidak terdapat perbedaan atau sama. 
Bentuk evaluasi berupa evaluasi tertulis, 
melalui ulangan harian (tes formatif) dan 
melalui ulangan umum mid semesteran dan 
semesteran (tes sumatif). Soal evaluasi berupa 
pilihan ganda maupun berbentuk uraian. 
Evaluasi praktek dilaksanakan dalam bentuk 
membuat keterampilan.
Evaluasi bagi Peserta Didik SMP YBPK 
yang Berkebutuhan Khusus dilakukan dengan 
modifikasi. Ada penyesuaian pengerjaan 
evaluasi di mana Peserta Didik Berkebutuhan 
Khusus mendapat pendampingan dan 
bimbingan guru penbimbing khusus (GPK) 
dalam mengerjakan evaluasi. GPK juga 
memberikan modifikasi “cara penilaian”, 
yaitu dengan mendampingi dan mengarahkan 
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus saat 
pelaksanaan tes berlangsung. Evaluasi juga 
dapat dilakukan dengan ”modifikasi waktu” 
mengerjakan evaluasi bagi Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus. Ada saatnya guru SMP 
YBPK memberikan tambahan waktu bagi 
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam 
mengerjakan evaluasi, atau guru mengurangi 
jumlah soal ujian, misalkan dalam waktu 1 
jam bisa digunakan peserta didik reguler 
untuk mengerjakan 10 soal, untuk Peserta 
Didik Berkebutuhan Khusus guru mengurangi 
menjadi 5 soal evaluasi dengan durasi jam yang 
sama.
Evaluasi Peserta Didik Berkebutuhan 
Khusus juga menekankan pada proses 
pembelajaran, misalnya selama pembelajaran, 
bagaimanakah antusiasme anak dalam 
mengikuti pelajaran? Bagaimanakah anak 
yang berkebutuhan khusus melakukan apa 
yang diinstruksikan oleh pendidik? seperti 
apakah respon anak berkebutuhan khusus atas 
stimulus yang diberikan guru terhadap dirinya 
yang dilakukan secara berulang-ulang? 
Hasil evaluasi ini dituangkan dalam bentuk 
raport dan dilengkapi dengan laporan berbentuk 
narasi. Hasil belajar atau prestasi belajar bagi 
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tidak dapat 
dipaksakan. Jika hasil belajar di bawah Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) maka guru SMP 
YPBK melakukan pengulangan-pengulangan 
materi secukupnya (remedial). Prestasipeserta 
didik berkebutuhan khusus di SMP YBPK 
meningkat terutama dalam hal bersosialisasi. 
Beberapa peserta didik berkebutuhan khusus 
pada mulanya tidak mau berteman dengan 
siapapun, namun lambat laun mereka dapat 
berhubungan dan bersosialisasi dengan teman-
temanya yang lain. Hal ini karena teman 
sebaya mereka menjadi tutor bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus tersebut. Bagi peserta 
didik normal, berinteraksi dengan peserta 
didik berkebutuhan khusus dapat membentuk 
sikap dan karakter yang lebih positif, yaitu 
meningkatkan respon terhadap kebutuhan 
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orang lain serta meningkatkan penghargaan 
atas perbedaan.
Kesimpulan
 Implementasi pendidikan inklusi di 
kota Kediri yaitu di SMP YBPK menggunakan 
pendekatan model mainstreaming dengan 
pengelolaan kelas menggunakan model kelas 
regular dan Pull out. Artinya, Peserta Didik 
Berkebutuhan Khusus (PDBK) belajar bersama-
sama dengan peserta didik regular lainya 
dalam kelas dan bimbingan guru yang sama, 
tapi pada waktu-waktu tertentu PDBK belajar 
di pusat sumber atau ruangan khusus dengan 
Guru Pendamping Khusus (GPK). 
Perencanaan Pembelajaran inklusi 
dituangkan oleh guru dalam bentuk silabus 
dan RPP yang berlaku untuk peserta didik 
secara umum. Bagi Peserta Didik Berkebutuhan 
Khusus menggunakan rencana pembelajaran 
yang termodifikasi yaitu Program 
Pembelajaran Mandiri (PPI) yang disusun oleh 
Guru pembimbing Khusus (GPK) berdasarkan 
hasil assessment . PPI disusun berdasarkan 
kebutuhan dari masing-masing PDBK. PPI yang 
telah disusun GPK kemudian dikonfirmasikan 
ke orang tua peserta didik dan dikonsultasikan 
kepada kepala sekolah.
Dalam proses pembelajaran inklusi, 
guru melakukan penyesuaian kurikulum 
untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 
(PDBK) yaitu kurikulum termodifikasi. PDBK 
menggunakan kurikulum KTSP saat belajar 
dengan kelas regular dan menggunakan 
kurikulum personal saat belajar di kelas 
khusus dengan bimbingan Guru Pembimbing 
Khusus (GPK). Modifikasi metode pembelajaran 
dilakukan dengan metode tutorial yaitu saling 
mendidik antar peserta didik sebaya, sehingga 
interaksi antar peserta didik berjalan dengan 
sangat baik. Modifikasi evaluasi dilakukan 
dengan cara menambah waktu mengerjakan 
evaluasi atau jumlah soal evaluasi yang 
direduksi dalam rentang waktu yang sama. 
Modifikasi evaluasi juga dapat dilakukan 
dengan melakukan pendampingan oleh GPK 
saat PDBK mengerjakan evaluasi.[] 
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